
Menimbang : a.

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR tE TAHUN 2012

TENTANG

INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGI,N DAER/\H

PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2:) peratrrran pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nornor 3 tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerinterh Draerah dapat
memberikan tambahan penghasilan berdasarkan prertimbangan

obyeKif dengan memperhatikan kemampuan keuiargan daerah dan
telah mendapat persetujuan DPRD dalam KL|A dan pl)AS;

bahwa Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah telah melimpahkan sr:bagian kewenangannya
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahrun 2010 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan pr-'rnerintah provinsi

Gorontalo kepada Koordinator pengefolaan Krtrnngan Daerah,
Bendahara umum Daerah, Pejabat pengelol,a Keuanr;an Daerah, dan
Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga rnenimbulkan
konsekuensi beban tugas yang berat dan beresiko;
bahwa pemberian tambahan penghasiriln mr:rupakan bagian
penerapan manajemen kinerja melalui pengenrbangan sistem
penghargaan atas beban kerla dan resiko yang melekat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimilksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan penrturan Gubernur
Gorontalo tentang Insentif Beban Kerja pengelola Kr.'uarrgan Daerah
Provinsi Gorontalo;

b.

c.

d .
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun I97tl tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah denEan Undang-urdang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negilra Reprubli< Indonesia

Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tenterng F'embentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indorresia Tahun 2000

Nomor 258, Tambahan Lembaran Negilra Reprll[1ik Indonesia

Nomor a060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia T'ahun 2t103 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonror .1286);

4, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perllendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indones;ia Tahurr 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonror .1355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20011 tentarrg Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Ner;ara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa}D;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2A04 tentang Sir;tem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara F.epublik lndonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rellublik Indonesia
Nomor aa2D;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentaru; P,emerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ir-A04 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir clengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peruberhan Kedua Atas
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :lcr08 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonr:sia Nonror a}a4);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang F,erimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerrintafran Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(14 l,lomor L26,
l'ambahan Lembaran Negara Republik Indrcnesia Nomor +43g);
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9. Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2011 tentan,J Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran ltlt:gara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 'fambahan l-emberran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 l:entang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik l:ndonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran [,lar]ara Rellublik Indonesia

Nomor 4503);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentirng Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indcrnesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negerra Rerpublik Indonesia

Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten'tang Pembagian

Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi

dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (L.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 8,2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a73V);

13. Peraturan Pemerintah Nomor B0 Tahun 2010 tertang Tarif

Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pa:;al 2t atas

Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran dan Belanja Negara atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (L.embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1a0);

14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 200'6 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provin:si Gorontalo Tahun 2006

Nomor 03 Seri E);

15. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentangl Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo'[ahurn Anggaran
20L2 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 06).

Memperhatikan: Peraturan Gubernur Nomor 02 Tahun 2010 tentirng Pelimpahan

Kewenangan Pengelolaan Keuangan Pemerintah F'nlvin:;i Gorontalo
kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Da,erah, Bendahara
Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerilh, dan Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSMN :

MCNCTAPKAN : PERATUMN GUBERNUR GORONTALO TENT/\NG INISEN'I-IF BEBAN

KERJA PENGELOIA KEUANGAN DAERAH F'ROVINS t GORONTALO

TAHUN 2OT2
;
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pembina Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah:

a) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengeloler Keuangan

Daerah;

b) Kepala Badan Keuangan selaku Pejabrat Penglelol,a Keuangan

Daerah;

c) Asisten di lingkungan Sekretar.is Daerah;

d) Kepala Badan Perencanaan dan Percepatan Pembangunan Daerah
selaku Koordinator Perencana Kinerja;

e) InspeKur Provinsi Gorontalo selaku l(oordinalor Pengawasan

Internal;

0 Kepala Biro Hukum dan Organisasi selaku Pr:rnbina Peraturan

Kebijakan Keuangan.

2. wakil sekretaris dan Anggota Tim Anggaran pemerintah Daerah yang

ditunjuk dan mempunyai tugas membantu lcetua clalam menyiapkan

serta membantu pelaksanaan kebijakan kepilla daerirh dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daererh.

3. Kuasa Bendahara umum Daerah adalah para pejabilt yang ditunjuk
oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan fungsi
perbendaharaan umum daerah.

4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaarn adalah pejabat
yang ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerrah untuk
melaksanakan fungsi pengeluaran dan penerimaan l\FlBD.

5. Pejabat Penatausahaan adalah pejabat yang bertanggung jawab

dalam menguji tagihan yang membebani APBD.

BAB II

PENERIMA INSENTIF BEBAN KER}A

Pasal 2
Penerima Insentif Beban Kerja adalah:

a. Pembina Keuangan Pemerintah provinsi Gorontalo;

b. wakil sekretaris dan Anggota Tim Anggaran pemerintilh Daerah;
c. Kuasa Bendahara Umum Daerah;

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerimaan;

e. Pejabat Penatausahaan di lingkungan sekretariat Dar:rah. 
t
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BAB III

TARIF INSENTIF BEBAN KEruA

Pasal 3
(1)Tarif insentif untuk pembina Keuangan Daerai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai beril:ut:
a. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Rpz.500 000,00
b. Asisten Rpr5.000 000,00

(2) Tarif insentif untuk wakil sekretaris Tim Anggar.an pemerintah

Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b adalah
sebesar Rp3.500.000,00

(3)Tarif insentif untuk anggota Ttm Angganan pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal z huruf b ,edalah sebesar
Rp2.500.000,00

(4) Tarif insentif untuk Kuasa Bendahara umurn Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah sebagai berilcut:
a. Kuasa Bendahara umum Darerah Arus Kas/

verifikasi ragihan/Administrasi BUD/penerimaan/verifikasi

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

d. Kepala Bappeda

e. InspeKorat Provinsi Gorontalo

f. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Aset

b. Kuasa BUD Kustodian/Investasi

c. Staf Kuasa BUD

Rpt5.000,000,00

Rpt5.000,000,00

Rpt5.000.000,00

Rp4.500.000,00

Rp3.()00.000,00

Rp2.(t00.000,00

Rp1.Cr00.000,00

Rp1,000.Cr00,00

Rp1,000.Cr00,00

(5)Tarif insentif untuk Bendahara pengeluaran diln Bendahara
Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 erngka d adalah
sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran

b. Bendahara Penerimaan

Rp1.0,C0.000,00

Rp7liCr.000,00

Rp500.000,00

(6)Tarif insentif untuk Pejabat Penatausahaan di lingkunr;an Sekretariat
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e adalah sebagai
berikut:

a. Pejabat Penata Usahaan
b. Kepala Urusan

c. Staf
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BAB IV

PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Pembayaran Insentif Beban Kerja hanya dapat dibelrikan dalam batas
pagu anggaran yang tersedia dalam DpA-sKpl) prada Badan
Keuangan Daerah pemerintah provinsi Gorontalo Tah rn 2012.

(2) Pembayaran Insentif Beban Kerja dilakukan denr;an mekanisme
pembayaran langsung,

Pasal 5
(1) Pembayaran untuk pembina Keuangan Daerah, Ang,3ota I ApD, Kuasa

Bendahara umum Daerah, Bendahara pengeluaranlBendahara

Penerimaan, Pejabat penata usahaan dibayarklrr setiap bulan
selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Pembayaran untuk staf pada penatausahaan Keuerngan pimpinan

sekretariat Dearah dilakukan dalam daltar tern;enciri dengan
persetujuan Pejabat pengelola Keuangan Daerah.

(3) Khusus untuk bulan Desember dapat dibayarl:an pada bulan
berkenaan.

Pasal 6
Pembayaran Insentif Beban Kerja dikenakan pajak pr:nghasilan (pph)
Pasal 2L yang dihitung dari jumlah uang yang rlilerinra dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Pegawai Negeri sipil mulai dengan Golongan II D ke bawah

dikenakan pajak sebesar 0olo jika diterima rutin setiap lrular;
b. Pegawai Negeri sipil Golongan III dikenakan pajak sebes;ar 5olo jika

diterima rutin tiap bulan;
c. Pegawai Negeri sipil Golongan IV dikenakan pajak seilesar 15% jika

diterima rutin tiap bulan.
d' Sebesar 15olo untuk seluruh penerima yang ltidak rutin dan bersifat

final.

Pasal 7
surat Permintaan Pembayaran Langsung (spp-LSi) Insemtif Br:ban Kerja
untuk penerbitan surat pemerintah Membayarr Lanrls;ung (spp-ls)
dilengkapi dengan:

a. Daftar penerimaan yang ditandatangani oleh Kuilsa pengguna

Anggaran dan pejabat pengelola Keuangan Dac,rah;
b. SSP PPh Pasal 21. 
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Pasal 8

Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo
dibayarkan mulai Januari 20tz

BAB V

PENUTUP

Pasat 9
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangglar diundanglen.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalarnr Berrita Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR15
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